BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1342, 2018 KEMENKEU. Orta Sekretariat Pengadilan Pajak.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 122 /PMK.01/2018
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan dukungan penanganan/
penyelesaian sengketa pajak pada Pengadilan Pajak
secara efektif dan efisien, telah ditetapkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 206.1/PMK.01/2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak;

b. bahwa dengan meningkatnya jumlah dan kompleksitas
sengketa pajak yang diajukan ke Pengadilan Pajak, perlu
melakukan penataan organisasi dan tata kerja pada
Sekretariat Pengadilan Pajak untuk meningkatkan
dukungan dalam penanganan, Kkhususnya pada
administrasi sengketa pajak melalui pemisahan fungsi
layanan pra persidangan, proses persidangan, pasca
persidangan dan fungsi layanan pendukung pada
Sekretariat Pengadilan Pajak;

c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan
Sekretariat Pengadilan Pajak sebagaimana dimaksud
dalam huruf b, telah mendapatkan persetujuan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
melalui surat Nomor B/405/M.KT.01/2018 tanggal 6
Juni 2018;
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Mengingat o 1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Pengadilan Pajak;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4189);

Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 2003 tentang
Sekretariat Pengadilan Pajak;

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1926) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1981);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG ORGANISASI
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT PENGADILAN PAJAK.

(1)

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1
Sekretariat Pengadilan Pajak yang selanjutnya disebut
Sekretariat merupakan unit organisasi yang secara
administratif berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan dan

secara operasional berada di bawah dan bertanggung
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jawab kepada Ketua Pengadilan Pajak.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Sekretaris.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh Wakil Sekretaris.

Pasal 2
Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan di
bidang tata usaha, kepegawaian, keuangan, rumah tangga,
administrasi persiapan berkas banding dan/atau gugatan,
administrasi persiapan persidangan, administrasi
persidangan, administrasi penyelesaian putusan,
dokumentasi, administrasi peninjauan kembali, administrasi

yurisprudensi, pengolahan data, dan pelayanan informasi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

a. penyiapan program kerja dan pelaporan serta
pelaksanaan administrasi di bidang tata wusaha,
kepegawaian, keuangan dan rumah tangga;

b. pelayanan administrasi persiapan berkas banding
dan/atau gugatan;

c. penghimpunan dan pengklasifikasian Putusan
Pengadilan Pajak dan penyelenggaraan perpustakaan;

d. pelayanan administrasi peninjauan kembali Putusan
Pengadilan Pajak;

e. pelayanan administrasi yurisprudensi Putusan

Pengadilan Pajak;

pengolahan data dan pelayanan informasi;

pelayanan administrasi persiapan persidangan;

5o

pelayanan administrasi persidangan; dan

=

pelayanan administrasi penyelesaian putusan.

Pasal 4
(1) Selain mempunyai tugas untuk memimpin Sekretariat

sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud
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dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Sekretaris sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) juga merangkap tugas
kepaniteraan sebagai Panitera.

(2) Selain mempunyai tugas untuk membantu Sekretaris
dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Wakil
Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3)
juga merangkap tugas kepaniteraan sebagai Wakil
Panitera.

(3) Dalam hal Sekretaris berhalangan dalam menjalankan
tugas dan fungsi, Wakil Sekretaris mewakili Sekretaris

dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB II
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Sekretariat terdiri atas:

a. Bagian Umum;

b. Bagian Administrasi Sengketa Pajak;

c. Bagian Administrasi Putusan, Persidangan, dan
Kepatuhan Internal,

d. Bagian Administrasi Peninjauan Kembali dan
Dokumentasi;

e. Bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi;

f.  Sekretaris Pengganti; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 6
Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan
sumber daya manusia, penataan organisasi dan tata
laksana, penyusunan rencana kerja dan rencana strategis,
pengelolaan keuangan, tata usaha, protokoler dan
dukungan layanan Pimpinan Pengadilan Pajak, serta
melakukan pengelolaan perlengkapan dan
kerumahtanggaan di lingkungan Pengadilan Pajak dan

Sekretariat Pengadilan Pajak.



2018, No. 1342

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

a.
b.

pelaksanaan urusan sumber daya manusia;

pelaksanaan koordinasi penataan organisasi dan tata
laksana;

pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja dan
rencana strategis;

pelaksanaan urusan keuangan;

pelaksanaan urusan tata usaha dan pelaporan;
pelaksanaan urusan protokoler dan dukungan layanan
Pimpinan Pengadilan Pajak; dan

pelaksanaan urusan perlengkapan dan

kerumahtanggaan.

Pasal 8

Bagian Umum terdiri atas:

(1)

(2)

Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia;
Subbagian Perencanaan dan Keuangan;

Subbagian Tata Usaha dan Dukungan Layanan
Pimpinan; dan

Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Pasal 9

Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia
mempunyai tugas melakukan urusan pengelolaan dan
administrasi sumber daya manusia, serta melakukan
penataan organisasi dan tata laksana.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas
melakukan koordinasi penyusunan rencana Kkerja,
rencana strategis, serta melakukan urusan perencanaan
dan pengelolaan keuangan.

Subbagian Tata Usaha dan Dukungan Layanan Pimpinan
mempunyai tugas melakukan urusan tata wusaha
kesekretariatan, perpustakaan, protokoler dan dukungan
layanan kepada Pimpinan Pengadilan Pajak, serta

pengiriman surat/berkas sengketa.



